BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA
NOMOR493 /HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR
5/HK/2025 TENTANG BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MALAKA,

Menimbang : a. bahwa oleh karena adanya pergantian pimpinan pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Malaka berdasarkan Surat Perintah Pelaksana
Tugas Nomor BKPSDM.820/203/IV/2025, Tanggal 22
April 2025 maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun
Anggaran 2025,perlu merubah Lampiran Keputusan
Bupati Malaka Nomor 5/HK/2025 tentang Bendahara
Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a,perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Malaka
Nomor 5/HK/2025 tentang Bendahara Umum Daerah
dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Malaka
Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5396);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebgaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

(g/ X




Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka
Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malaka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupten Malaka Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka
Tahun 2023 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Malaka Nomor 55);

Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malaka Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 51);

Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 62);

Peraturan Bupati Malaka Nomor 51 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2023
Nomor 51);

Peraturan Bupati Malaka Nomor 41 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daera#
Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 41);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

Ao s W

MEMUTUSKAN :

Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum
Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025, dengan
nama, tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini.

Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan
kewenangan bertanggungjawab kepada Bupati sebagai
pemegang kuasa pengelola keuangan daerah dan Kuasa
Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan
kewenangan bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Malaka melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran
2025.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 23 April 2025

#/STEFANUS BRIA SERAN

Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
Kepala BPK — RI Perwakilan NTT di Kupang;
Inspektur Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
Kepala BPKPD Kabupaten Malaka di Betun;
Pimpinan Bank NTT Cabang Betun di Betun;
Yang bersangkutan masing-masing di Tempat.ﬂ/
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